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ABSTRACT

This study examines the concept of kafa’al (marital compatibility) from the perspective of Magashid al-Shariah, using a case
study of Darul Ma’sum Islamic Boarding School and Darussalam Foundation in Probolinggo Regency. The
research is motivated by social phenomena within Islamic boarding schools (pesantren), where the application
of kafa’ah varies between a traditional approach emphasizing equality in lineage, social status, and religious
scholarship and a more contextual interpretation that prioritizes welfare (maslahah), happiness, and spiritual
responsibility. The aim of this research is to analyze how the principles of Maqashid al-Shariah are applied in
understanding and interpreting kafa’ah within pesantren culture, and how religious and social values interact in
marital practices. The study employs a qualitative method with a phenomenological approach, utilizing in-depth
interviews and document analysis. This approach enables the researcher to explore the subjective experiences
of pesantren leaders in determining marital suitability based on both religious and social considerations. The
findings reveal that Darul Ma’sum tends to apply kafa’ah normatively to preserve hifz al-din (protection of
religion) and hifz al-nasl (protection of lineage), whereas Darussalam emphasizes hifz al-nafs (protection of life)
and individual welfare. Through the analytical lens of Maqashid al-Shariah, the study concludes that a contextual
and humanistic understanding of kafa’ah aligns more closely with the higher objectives of Islamic law, which
seek to ensure happiness, justice, and harmony within the family. This research recommends reinterpreting
kafa’ah beyond social hierarchy toward spiritual, moral, and emotional equilibrium as the foundation of a
harmonious marriage.

Keywords: Kafa'ah, Magashid al-Shariab, Pesantren.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kafa’ah (kesetaraan dalam pernikahan) dalam perspektif Magashid Syariah
dengan studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ma’sum dan Yayasan Darussalam, Kabupaten Probolinggo.
Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di lingkungan pesantren yang menunjukkan
perbedaan penerapan kafa’ah antara pendekatan tradisional yang menekankan kesetaraan nasab, status sosial,
dan keilmuan, dengan pendekatan kontekstual yang lebih menonjolkan nilai kemaslahatan, kebahagiaan, dan
tanggung jawab spiritual pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip Magashid
Syariah diterapkan dalam memahami dan menafsirkan &afa’ab di kalangan pesantren, serta bagaimana nilai-nilai
keagamaan dan sosial berinteraksi dalam praktik pernikahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti memahami pengalaman subjektif para tokoh pesantren dalam menentukan kelayakan pasangan
berdasarkan nilai agama dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ma’sum
cenderung menerapkan afa’ah secara normatif untuk menjaga bifz al-din (agama) dan bifz al-nas/ (keturunan),
sementara Yayasan Darussalam lebih menekankan aspek 4z al-nafs (jiwa) dan kemaslahatan individu. Dengan
pisau analisis Magashid Syariah, ditemukan bahwa praktik £afz'ah yang kontekstual dan humanistik lebih sejalan
dengan tujuan syariat, yaitu menciptakan kebahagiaan, keadilan, dan keseimbangan dalam rumah tangga.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi £afa'ah agar tidak tetjebak pada simbol status sosial,
melainkan berorientasi pada kemaslahatan dan nilai spiritual keluarga.

Kata kunci: Kafa'ah, Magashid Syariab, Pesantren.
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PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki posisi fundamental
dalam tatanan kehidupan manusia.! Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya
dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis yang bersifat kodrati, tetapi juga
sebagai sarana pelaksanaan ajaran syariat dan jalan untuk meneladani sunnah Nabi
Muhammad SAW.” Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk menjaga martabatnya
sebagai makhluk yang berakal dan bermoral dengan mengikatkan diri dalam hubungan yang
sah, terhormat, serta berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Pernikahan menjadi wadah bagi
terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi reproduksi,
edukasi, proteksi, rekreasi, dan ekonomi. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya
persoalan individu antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang memiliki
implikasi sosial, moral, dan hukum yang luas.

Islam menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT secara berpasang-
pasangan sebagaimana termaktub dalam firman-Nya pada QS. Az-Zariyat ayat 49:

Artinya: “Dan segala sesuatn Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran
Allah)”

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan pasangan merupakan bagian dari sunnatullah,
hukum alam sekaligus hukum ketuhanan yang menjadi dasar eksistensi manusia. Dalam
konteks tersebut, pernikahan menjadi jalan yang sah menurut syariat untuk memenuhi
kebutuhan fitrah manusia.” Dengan pernikahan, manusia dapat menyalurkan naluri seksual
secara terhormat, menjaga keturunan, serta membangun kehidupan keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah.*

Selain itu, Rasulullah SAW secara tegas menganjurkan umatnya untuk menikah
sebagai bagian dari pelaksanaan sunnahnya. Dalam sabdanya beliau menyatakan:

(B2316 gy o arle o) olgy) Br Gl (350 (8 85 0b , (550 ¢S

Artinya: “Nikah merupakan sunnabkn, barang siapa yang benci terbadap sunnabkn (menikabh), dia
bukan nmatkn”. (HR. Ibnu Majah dan Aisyah RA.)

1A Majid, “Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi
Agama,” TheJournalish: Social and Government 5, no. 4 (2024): 525-37.

2 Fauziyah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di
Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” MAQASID 13, no. 2 (2024): 47-62.

3 A S Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” SEIKAT: Jurnal Ilmn Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22—
28.

4N H Z Atjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,”
Ikblas: Jurnal lniiah Pendidikan Isiam 2, no. 1 (2025): 140-50.
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Hadis tersebut mempertegas bahwa pernikahan tidak sekadar hubungan lahiriah,
tetapi juga merupakan ibadah yang mengandung nilai spiritual dan sosial.’ Melalui
pernikahan, manusia menegakkan salah satu magasid al-syari’abh, yaitu menjaga keturunan (hifz
al-nasl), sekaligus memelihara kehormatan diri (bzfz al-irdh) dan agama (bifz al-din).

Dalam kajian hukum Islam, maqashid al-syari’ah menempati posisi penting karena
menjadi dasar filosofis dari setiap penetapan hukum.® Secara etimologis, kata magashid berarti
maksud atau tujuan, sedangkan al-syari’'ah berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk
mengatur kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.” Dengan demikian,
maqashid al-syari’ah bermakna tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan hukum
Islam. Tujuan tersebut tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga bersifat sosial dan
humanistik, karena setiap hukum dalam Islam selalu diarahkan untuk menjaga kemaslahatan
umat.®

Dalam konteks pernikahan, maqashid al-syari’ah berfungsi sebagai prinsip dasar yang
mengarahkan pelaksanaannya agar tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga
membawa kemaslahatan dan keseimbangan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.’
Jamaluddin Athiyah dalam karyanya Tandhim al-‘Alagah Bayna al-Jinsain menjelaskan bahwa
magqashid al-syari’ah dalam pernikahan mencakup beberapa hal, antara lain: mengatur
hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan keturunan, mewujudkan
rasa sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga kejelasan nasab, memelihara agama dalam
kehidupan keluarga, serta mengatur aspek sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian,
pernikahan dalam perspektif maqashid bukan hanya kontrak hukum (akad nikah), melainkan
juga bentuk penyempurnaan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam kehidupan rumah
tangga.

Salah satu aspek penting yang turut diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan
adalah konsep kafa'ah (kesetaraan atau sepadan)."’ Secara bahasa, &afa'ah berarti kesamaan

atau keseimbangan, sementara secara istilah dalam fikih pernikahan, kafa’ah diartikan sebagai

> S Aini, “Sakralitas Pernikahan Dalam Cahaya Al-Qut’an,” A/~-Kauniyah: Jurnal Ipn Alguran Dan Tafsir 5, no. 2
(2024): 70-80.

¢ H A Wiguna, Memabanmi Magashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abon El Fadl Dan Jasser Anda (Deepublish,
2022).

7 La Jamaa, “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari’ah,” Asy-Syir'ah: Jurnal Imn Syari'ab
Dan Hukum 45, no. 2 (2011).

8 Ahmad Jalili, “Teoti Maqashid Syatiah Dalam Hukum Islam,” Tergju 3, no. 2 (2021): 71-80.

° S Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Magqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif IRCiSoD, 2020).

10 Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” Sharia Economic and Management
Business Journal (SEMBJ) 2, no. 1 (2021): 1-13.
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kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu seperti agama,
keturunan, status sosial, ekonomi, dan akhlak." Konsep ini memiliki tujuan agar pernikahan
dapat berjalan harmonis dan terhindar dari konflik sosial yang muncul akibat perbedaan
status atau latar belakang yang terlalu jauh. Rasulullah SAW bersabda:

(v 598 0133) D5 £455 1 oy 56 LGA3ULRSIE 330 , oY S05ad 28
Artinya: “Wanita itn dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, pangkatnya, kecantikannya, dan
agamanya. Maka nikabilah wanita yang taat beragama, niscaya engkan akan beruntung.” (HR. Bukhari
dan Muslim)

Hadis ini memberikan penekanan bahwa meskipun aspek-aspek duniawi seperti
harta, keturunan, dan kecantikan menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, tetapi
aspek agama tetap menjadi kriteria utama yang menentukan kualitas dan keberkahan
pernikahan. Kafa’ah dalam Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan bertujuan untuk
menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga sesuai prinsip
keadilan sosial Islam.'

Fenomena penerapan konsep £afa'ah ini menarik untuk dikaji dalam konteks sosial
masyarakat di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal memiliki banyak
pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan memiliki pengaruh sosial yang kuat di
tengah masyarakat. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga
sosial dan kultural yang membentuk pola pikir, perilaku, dan tata nilai masyarakat sekitar."
Dalam lingkungan pesantren, konsep £afa’'ab sering kali diterapkan dalam praktik pernikahan,
terutama bagi keluarga pengasuh pesantren yang memiliki status sosial dan religius tinggi di
mata masyarakat. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan bahwa keluarga pesantren
lebih memilih pasangan dari kalangan yang memiliki kesetaraan nasab, status sosial, atau latar
belakang pesantren yang sama. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesepadanan
tersebut dapat menjaga kehormatan keluarga dan kesinambungan nilai-nilai keagamaan yang
telah dibangun.

Namun, perkembangan sosial dan budaya yang semakin dinamis juga membawa
perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap konsep kafa’ah. Saat ini, tidak sedikit

kasus pernikahan yang melibatkan keluarga pesantren dengan pihak yang berasal dari luar

11 Suud Sarim Karimullah, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan,” Jurmal Keislaman, 2022.

12 D Maulani, “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif
Klasik Dan Modern,” RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islanic Civil Law 1, no. 1 (2025): 21-38.

13 T Kamal, R Hakim, and A H Hanafi, “Keberadaan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perkembangan
Spritual Dan Kultural Masyarakat,” A~Man izhob: Jurnal Pendidikan Agama Isiam 6, no. 2 (2024): 1225-37.
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lingkungan pesantren, termasuk dari kalangan publik figur atau masyarakat umum yang
memiliki profesi berbeda, seperti penggiat media sosial, selebritas, atau profesional muda.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam penerapan £afz'ah, di mana aspek
agama dan kepribadian mulai lebih diutamakan dibandingkan faktor nasab atau status sosial.

Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai refleksi dari perkembangan maqashid al-
syari’ah dalam konteks kekinian, di mana tujuan pernikahan tidak lagi dipahami secara kaku,
melainkan secara dinamis sesuai kebutuhan dan realitas sosial masyarakat modern. Prinsip
maslahah mursalah (kemaslahatan umum) menjadi relevan dalam menjelaskan perubahan
tersebut.' Selama pernikahan membawa kebaikan dan tidak melanggar prinsip dasar syariat,
maka ia tetap sejalan dengan magashid al-syari'ab.

Dalam konteks penelitian ini, Probolinggo menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji
karena di satu sisi memiliki tradisi keagamaan yang kuat melalui pesantren, namun di sisi lain
juga mulai mengalami transformasi sosial akibat pengaruh media, globalisasi, dan perubahan
pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana konsep wagashid
al-syari'ah dan kafa’'ah dipahami dan diterapkan dalam praktik pernikahan di lingkungan
pesantren, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut bertransformasi seiring perubahan sosial yang
terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menggali pandangan para tokoh
pesantren dan masyarakat sekitar terhadap fenomena pernikahan yang melibatkan perbedaan
latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang
kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat, sekaligus memperkaya pemahaman

tentang hubungan antara norma syariat dan praktik sosial dalam kehidupan nyata.

14 T Tahir, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam,” Jurnal Lathifiyah 2, no. 1 (2025):
73-82.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.
Pendekatan ini memanfaatkan data dari wawancara dan dokumen untuk menggambarkan
realitas di balik fenomena yang diamati secara lebih mendalam, detail, dan menyeluruh."
Fenomenologi sendiri mengkaji struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Jenis
penelitian ini adalah penelitian empitis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan.'
Penelitian ini melibatkan studi mendalam tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi
sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat. Peneliti turun langsung ke lapangan
untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, dan kemudian
menganalisis temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada literatur yang relevan dan teori-
teori tertentu. Penelitian ini difokuskan kepada Tokoh Pesantren khususnya wilayah

Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Praktik Kaffah di Pondok Pesantren Darul Ma’sum dan Yayasan Darussalam

Berdasarkan hasil studi lapangan pada dua lembaga pendidikan keagamaan, yakni
Pondok Pesantren Darul Ma’sum dan Yayasan Darussalam, ditemukan adanya
perbedaan orientasi dalam penerapan prinsip £afa'ah (kesetaraan dalam pernikahan). Variasi
tersebut berakar pada perbedaan nilai-nilai kepesantrenan, struktur otoritas keluarga
pengasuh, serta pengalaman personal yang membentuk persepsi terhadap makna
kesepadanan. Secara teoretis, konsep Aafa'ah dalam hukum Islam dimaksudkan untuk
menjaga keseimbangan dan kemaslahatan rumah tangga, bukan untuk membatasi pilihan
pasangan. Dalam konteks sosial pesantren, afa'ah kerap dipahami sebagai kesepadanan
nasab, ilmu, dan martabat agama yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga serta
kesinambungan dakwah.

Pada Pondok Pesantren Darul Ma’sum, penerapan kafa'ah masih bersifat
konservatif dan berorientasi struktural. Kesetaraan dipahami sebagai kesepadanan sosial,
intelektual, dan genealogis antara calon mempelai, khususnya bagi keluarga pengasuh. Pola
pernikahan antara Gus dan Ning dianggap ideal karena menjaga kesinambungan tradisi dan
nilai keilmuan pesantren. Namun, kasus pernikahan putri sulung pengasuh yang gagal

meskipun telah memenuhi kriteria £afz’'ah menunjukkan adanya paradoks: kesetaraan status

15 Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng and Joubert B Maramis, “Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature
Review,” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Kenangan Daerab 23, no. 1 (2022).

16 F Juita, M Effendi, and S Maryam, Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Knalitatif Untufk
Menilik Berbagai Fenomena Sosial (Penerbit NEM, 2025).
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sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga.”” Hal ini
memperlihatkan bahwa prinsip &afa'ah dalam konteks kontemporer perlu direinterpretasi
agar tidak kehilangan dimensi maqashid al-syari’ah, yakni kemaslahatan dan keberlanjutan
keluarga.

Berbeda dengan itu, Yayasan Darussalam menerapkan £afa'ah secara lebih dinamis
dan humanistik. Otoritas pengasuh tetap ada, namun lebih menekankan pada aspek
kematangan spiritual dan kesiapan emosional individu dalam membina rumah tangga. Kasus
putra sulung dan putri bungsu pengasuh memperlihatkan bahwa restu keluarga tidak lagi
didasarkan pada kesetaraan status sosial, melainkan pada nilai kemaslahatan, komitmen
keagamaan, serta kecocokan personal. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-syari’ah
yang menempatkan kebahagiaan dan ketenangan (sakinah, mawaddah, wa rahmah) sebagai
tujuan utama pernikahan.'

Dengan demikian, kedua pesantren menunjukkan dua paradigma yang berbeda:
Darul Ma’sum merepresentasikan kafa'ah normatif-elitistik yang menjaga tradisi sosial
pesantren, sedangkan Darussalam menunjukkan transformasi ke arah £afa’'ah substantif yang
menekankan nilai spiritual, kesetaraan emosional, dan kemaslahatan keluarga. Perbedaan ini
menggambarkan dinamika interpretasi hukum Islam di tingkat praksis yang terus

menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan ruh syariatnya.

Analisis Maqashid Syariah terhadap praktik kafa’ah

Konsep kafa’ah dalam pernikahan merupakan salah satu prinsip penting dalam
hukum Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan, keharmonisan, serta keberlangsungan
kehidupan rumah tangga."” Dalam literatur fikih klasik, &afz'ab sering diartikan sebagai a/-
musawah (kesetaraan) antara suami dan istri dalam hal agama, nasab, kedudukan sosial,
pekerjaan, serta kemerdekaan.” Prinsip ini bukan semata-mata ditujukan untuk membedakan
kedudukan manusia, melainkan untuk menghindari potensi ketidakharmonisan dalam rumah

tangga akibat perbedaan yang terlalu tajam. Dalam tradisi pesantren di Indonesia, kafa’'ab

17 M R Fathony, “Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic
Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency),”
Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 8, no. 1 (2025): 758-72.

18V Siska, M Darwis, and Z Nur, “Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari’ah Mewujudkan Keluarga
Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah,” A/-Furgan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 4, no. 3 (2025): 560—69.

19 M Amrozi and S S Rizal, “Implementasi Konsep Kafa’ah Terhadap Ketahanan Keluarga,” USRAH: Jurnal
Huknm Kelnarga Islam 6, no. 1 (2025): 52-70.

20 Yoga Hendika and Ilham Armi, “Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa’ah Dalam Perkawinan,”
Sakena: Jurnal Hukum Kelnarga 7, no. 2 (2022): 170-81.

Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam | Vol. 9 No. 2 (December 2025) |
431



mendapatkan penafsiran yang lebih khas karena dihubungkan dengan konteks sosial dan
kultural pesantren, di mana nilai-nilai moral, spiritual, dan simbol genealogis (nasab
keulamaan) memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas dan wibawa lembaga.

Pesantren secara sosiologis bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga
sistem sosial yang menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, dan adab. Oleh karena itu, dalam
konteks pernikahan, kafaz'ah sering dijadikan pedoman agar perkawinan yang terjadi di
lingkungan pesantren tetap mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan
norma sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan kafz'ah di kalangan pesantren tidak
bersifat tunggal. Antara satu pesantren dengan pesantren lainnya sering kali muncul
perbedaan dalam menafsirkan kesetaraan yang ideal. Fenomena ini tampak jelas dalam
praktik di Pondok Pesantren Darul Ma’sum dan Yayasan Darussalam, di mana keduanya
menunjukkan dua model interpretasi yang kontras antara £afa’ah yang konservatif dan &afa’ab
yang kontekstual.”

Untuk memahami perbedaan orientasi tersebut secara mendalam, analisis
menggunakan teori Magashid Syariah menjadi sangat relevan. Magashid Syariah sebagaimana
dijelaskan oleh Imam al-Syatibi dalam a/-Muwuwafagat fi Usul al-Syari‘ah, merupakan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan (a/-
maslabah) bagi manusia.”> Al-Syatibi mengelompokkan maqashid ke dalam lima hal pokok:
hifz al-din (memelihara agama), bifz al-nafs (memelihara jiwa), bifz al-‘ag/ (memelihara akal), bify
al-nas/ (memelihara keturunan), dan bify al-mal (memelihara harta).” Semua prinsip ini menjadi
fondasi bagi setiap ketetapan hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu,
setiap praktik hukum yang tidak mampu membawa kemaslahatan atau bahkan menimbulkan
kemudaratan harus dikaji ulang agar tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid.

Dalam konteks pernikahan, maqashid syariah berfungsi untuk memastikan bahwa
pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kebahagiaan dan

ketentraman batin bagi pasangan suami istri.”* Al-Qur’an menyebutkan tujuan pernikahan

2 M Yusuf, A Arifin, and M S Yahya, “Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren
Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Post Modern,” MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3,
no. 1 (2023): 1-9.

22 Usman Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser
Audha,” Jurnal Hukum Responsif 6, no. 6 (2018): 32—43.

23 Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi),” Risdlah Jurnal
Pendidikan Dan Studi Islam 11, no. 1 (2025): 149-62.

2N Ameliya, “Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqgashid
Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas I B Bengkulu)” (UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu, 2025).

Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam | Vol. 9 No. 2 (December 2025) |
432



sebagai /7 taskunu ilaiha, yakni untuk memperoleh ketenangan (QS. Ar-Rum: 21). Dengan
demikian, kafz'ab tidak semestinya dipahami hanya sebagai kesetaraan formal, melainkan
sebagai upaya mewujudkan keserasian spiritual, emosional, dan sosial yang mampu menjamin
tercapainya tujuan pernikahan sesuai maqashid.

Pondok Pesantren Darul Ma’sum menggambarkan praktik £afa'ah yang bersifat
normatif dan protektif. Dalam pandangan pesantren ini, kesetaraan nasab, status sosial, serta
tingkat keilmuan dianggap penting untuk menjaga kesinambungan dakwah dan martabat
keluarga pesantren.” Pola pikir ini sejalan dengan pandangan fuqaha klasik seperti Imam al-
Ghazali dan Ibn Qudamah, yang menilai bahwa kesetaraan sosial dapat mencegah munculnya
konflik dan rasa rendah diri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, di Darul Ma’sum,
pernikahan ideal sering kali diupayakan antar sesama kalangan Gus dan Ning, sebagai bentuk
menjaga kemurnian tradisi keulamaan dan kehormatan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teoti magashid syariah, pendekatan Darul Ma’sum sangat
kuat pada dimensi 4zfz al-din dan hify al-nasl. Tujuan menjaga kemurnian agama dan keturunan
menjadi prioritas utama. Namun, pada saat yang sama, penerapan kafa'ah yang terlalu kaku
berpotensi mengabaikan maqashid lainnya seperti hifzy a/-nafs (pemeliharaan jiwa) dan bifz al-
‘agl (pemeliharaan akal), yang berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan psikologis, dan
kebebasan berpikir individu. Kasus perceraian dalam pernikahan putri pengasuh pesantren
dengan sesama Ning dari keluarga ulama menunjukkan bahwa kesetaraan sosial dan keilmuan
belum tentu menjamin kemaslahatan rumah tangga. Secara maqashidi, hal ini menunjukkan
ketidakseimbangan dalam penerapan tujuan syariat, di mana perlindungan terhadap nasab
dan status sosial mengabaikan aspek kesejahteraan jiwa dan kebahagiaan batin pasangan.

Berbeda halnya dengan Yayasan Darussalam yang menerapkan pemahaman kafa'ah
lebih kontekstual dan fleksibel. Dalam pandangan Kyai dan Bunyai pengasuh, ukuran utama
kafa’'ah bukanlah kesetaraan status sosial, melainkan kesamaan visi keagamaan, tanggung

26

jawab moral, dan kesiapan spiritual dalam membina rumah tangga.™ Pendekatan ini sejalan

dengan magashid yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pusat hukum Islam.”

Penerapan kafa’ah yang adaptif di Yayasan Darussalam mencerminkan penguatan terhadap

25 F S Bakti, H Humaidi, and S Madyan, “Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih Imam Syafi’i Pada Praktek
Perjodohan Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren
Sabilurrosyad Gasek Malang),” Jurnal Hikmatina 7, no. 2 (2025): 45-57.

26 F Pasatibu, “Urgensi Kafa’ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) Dalam Pernikahan Di Kota
Padangsidimpuan” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

27 Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.”
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dimensi bifz al-nafs dan hify al-din sekaligus, karena mempertimbangkan kesejahteraan
emosional dan komitmen beragama calon pasangan.

Kisah putra sulung pengasuh Yayasan Darussalam yang menolak dijodohkan dengan
sesama Ning, lalu memilih perempuan di luar kalangan pesantren, memperlihatkan bentuk
konkret dari pemahaman maqashid yang dinamis. Keputusan keluarga untuk memberi restu
pada pernikahan tersebut bukan berarti mengabaikan syariat, tetapi justru menerapkan
prinsip al-maslahah al-mursalah yaita mengambil kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan
nash. Restu diberikan karena diyakini bahwa pilihan tersebut lebih menjamin kebahagiaan
dan stabilitas rumah tangga, dua hal yang merupakan inti dari bifz al-nafs dan hifz al-‘aql.
Demikian pula, pernikahan putri bungsu pengasuh dengan sopir keluarga menjadi bukti
konkret bahwa kesetaraan spiritual dan komitmen jauh lebih berpengaruh dalam
mewujudkan maslahah keluarga daripada kesamaan status sosial.

Dengan demikian, kedua pesantren tersebut merepresentasikan dua pendekatan
berbeda terhadap maqashid syariah. Pondok Pesantren Darul Ma’sum lebih menonjol pada
aspek konservatif yang memelihara agama dan keturunan, sedangkan Yayasan Darussalam
menampilkan orientasi yang lebih humanistik dan kontekstual, dengan menekankan dimensi
kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa. Dari sudut pandang maqashid, pendekatan Yayasan
Darussalam lebih mendekati esensi syariat karena menempatkan kemaslahatan sebagai
pertimbangan tertinggi. Seperti ditegaskan oleh al-Syatibi, tujuan syariat bukanlah
membebani manusia, melainkan memberikan kemudahan dan menjaga kesejahteraan
mereka.”

Selain itu, teori maqashid modern seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda juga
menekankan dimensi human development (pengembangan manusia) dan justice (keadilan) dalam
penafsiran maqashid.” Dalam konteks ini, penerapan £afa'ah yang tetlalu eksklusif terhadap
status sosial justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat kebebasan
individu untuk memilih pasangan hidup. Sebaliknya, pendekatan yang berorientasi pada
kemaslahatan dan keadilan lebih sesuai dengan maqashid kontemporer, karena menempatkan
manusia sebagai subjek aktif dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik £afz'ah seharusnya tidak

berhenti pada tataran formalistik, tetapi perlu direkonstruksi sebagai instrumen moral yang

28 J Jumiati, “Relevansi Konsep Magashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syatiah” (IAIN
Parepare, 2023).

29 A Murti and T A Syah, “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah,” Citizen:
Jurnal Iimialh Multidisiplin Indonesia 1, no. 2 (2021): 60—67.
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menjamin keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Kafa'ah yang sejati
bukan diukur dari kesamaan nasab atau harta, melainkan dari kesepadanan nilai, komitmen,
dan visi hidup menuju kemaslahatan keluarga. Melalui perspektif maqashid syariah, pesantren
di era modern diharapkan mampu menafsirkan ulang tradisi kafz'ab agar lebih responsif
terthadap realitas sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dengan demikian,
pernikahan tidak hanya menjadi pemenuhan sunnah Rasul, tetapi juga sarana untuk
mewujudkan kebahagiaan, keadilan, dan kemaslahatan hidup sesuai tujuan utama syariat

Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kafz'ah dalam perspektif Magashid Syariah di
Pondok Pesantren Darul Ma’sum dan Yayasan Darussalam, dapat disimpulkan bahwa
praktik kesetaraan dalam pernikahan di kalangan pesantren tidak bersifat seragam, melainkan
dipengaruhi oleh sistem nilai, struktur sosial, serta pandangan keagamaan yang berkembang
di masing-masing lembaga. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa pemahaman
terthadap kafa'ah di lingkungan pesantren terus mengalami transformasi sesuai dengan
dinamika sosial dan kebutuhan kemaslahatan.

Pondok Pesantren Darul Ma’sum memaknai kafz'ah secara normatif dan protektif,
dengan menekankan kesetaraan dalam aspek nasab, status sosial, dan keilmuan. Pola ini
berakar pada upaya menjaga hify al-din (pelestarian agama) dan hify al-nas/ (penjagaan
keturunan), sekaligus mempertahankan martabat pesantren dan kesinambungan dakwah.
Namun, pendekatan yang terlalu formalistik cenderung mengabaikan dimensi /ifz al-nafs
(pemeliharaan jiwa) dan hifz al-‘aq/ (pemeliharaan akal), sehingga terkadang menimbulkan
ketegangan antara tradisi sosial dengan realitas kemanusiaan yang menuntut kebahagiaan dan
kebebasan memilih pasangan hidup.

Sementara itu, Yayasan Darussalam menampilkan praktik £afz'ah yang lebih fleksibel
dan berorientasi pada substansi waqashid syariah. Penerapan prinsip kesetaraan di sini lebih
menitikberatkan pada kesiapan spiritual, kedewasaan emosional, serta kemaslahatan keluarga.
Pendekatan ini lebih menekankan bifz al-nafs dan hify al-din, di mana kebahagiaan, kasih
sayang, dan tanggung jawab moral menjadi ukuran utama keberhasilan pernikahan. Dengan
demikian, model afz'ah di Yayasan Darussalam dapat dianggap lebih sesuai dengan ruh

syariat yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.
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Temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya reinterpretasi £afa’ah di kalangan
pesantren agar selaras dengan prinsip waqashid syariah yang holistik. Kafa'ah tidak seharusnya
dipahami sebagai alat pembeda sosial, melainkan sebagai instrumen moral untuk
menciptakan keluarga yang adil, harmonis, dan bahagia. Dengan mengutamakan nilai
kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang, pesantren dapat menjadi teladan dalam

menegakkan ajaran Islam yang humanistik dan kontekstual sesuai tuntunan zaman.
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